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1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah
Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan
dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Paradigma baru pemerintahan yang lebih menekankan pada
pemberdayaan masyarakat, desentralisasi dan transparansi telah membuka
kesadaran tentang perlu dan pentingnya pemerintahan daerah (local
goverment) yang semakin otonom dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Hal ini ditandai dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah digantikan dengan hadirnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini

merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan di



Indonesia, yang secara vertikal akan berpengaruh pada pelaksanaan

pemerintahan di tingkat pusat maupun daerabh.

Perubahan undang-undang tersebut memberikan konsekuensi pada
Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan
hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas
terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin
berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara
memiliki hak untuk dilayanani dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat

memberikan pelayanan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan
hanya menciptakan sebuah palayanan yang efisien, namun juga dapat
dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang
dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil

dan demokratis.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan maka
daerah harus memiliki kewenangan yang cukup. Dalam Pasal 10 dan Pasal
11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang
luas dan wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, kecuali dalam
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan

fiskal, agama dan kewenangan bidang lain.



Kemandirian daerah ini merupakan tuntutan yang tidak dapat
dielakkan mengingat gejala globalisasi segala aspek kehidupan menuntut
tidak hanya suatu negara namun juga daerah dan bahkan tiap individu harus
dapat berfikir global. Tiap daerah harus dapat bersaing dengan daerah lain,
terutama dalam menarik sumber-sumber dana pembangunan berupa

investasi.

Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada
dasarnya adalah untuk membantu Pemerintah  Pusat dalam
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa Kkini, titik berat
pemberian otonomi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Hal ini erat
kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia
pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping
sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa.
Pemerintah Kabupaten dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling
dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang

sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.

Salah satu filosofi dari otonomi daerah sebenarnya adalah semakin
mendekatnya palayanan kepada mayarakat, oleh karenanya untuk dapat
memberikan pelayanan kepada masyarakat selayaknya perlu diketahui
terlebih dahulu persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ketika

persoalan-persoalan dalam masyarakat sudah dapat diinventarisasi dan



dilakukan analisis maka strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan tersebut akan semakin jelas dan kongkret dampaknya bagi

masyarakat.*

Perwujudan otonomi daerah pada Pemerintah Kabupaten tentunya
akan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah terutama karena
ada kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan seluruh kegiatan di daerah. Dalam rangka peningkatan
pemerataan kegiatan pembangunan di daerah dan peningkatan kemampuan
segenap aparat pemerintahan, diperlukan kesiapan aspek manajemen dari

tingkat pusat sampai tingkat desa atau kelurahan.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia
(SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945.

Faktor manusia dengan berbagai etos kerja dan potensi yang dimiliki
merupakan penggerak lajunya penyelenggaran otonomi daerah. Apalagi jika

didukung oleh komponen keuangan, peralatan, organisasi dan peran aktif

! W. Riawan Tjandra, dkk, 2005, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah dalam
Pelayanan Publik, Pembaruan, Yogyakarta. Hal.2



warga masyarakat daerah, kesemuanya menjadi sinergi peraih

keberhasilan?.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
Pemerintah menyeleggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian
urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di
daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau

Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituntut untuk mempunyai
akuntabilitas yang tinggi dengan menerapkan konsep good governance di
segala lini. Salah satu agenda penting penataan yang lebih menyeluruh
adalah penataan di level desa. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
desa adalah bagian sosial politik dari kabupaten. Rakyat yang hendak
dilayani tidak lain adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Perbaikan
pelayanan Pemerintah Kabupaten harus pula bermakna perubahan pola
hubungan antara Kabupaten dan Desa. Pada sisi lain, perubahan pola
hubungan Kabupaten Desa harus mengacu pada perbaikan layanan yang

substansial dari Pemerintahan Desa.

2 Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi/beberapa
faktor yang mempengaruh Penyelenggaraannya, Rajawali, Jakarta, 1997, Hal 23.



Peningkatan kualitas SDM agar dapat melakukan peningkatan
kualitas publik merupakan kebutuhan yang mendesak. Tidak reponsifnya
birokrasi pelaksana pelayanan publik akan berdampak pada berkurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan palayanan publik.
Pengembangan SDM dituntut untuk menghasilkan aparat-aparat birokrasi
yang memiliki kemampuan yang memadai dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal memberikan

pelayanan terhadap masyarakat.®

Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyata maka perubahan
sistem pemerintah desa mutlkak diperlukan. Salah satu kebijakan
Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004, yang menyatakan “Sekretaris Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan” serta dalam penjelasannya menyatakan “Sekretaris Desa yang
selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat
menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundang-undangan.” dalam
pasal ini menjelaskan bahwa yang paling mendasar dalam perubahan sistem
Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari

Pegawai Negeri Sipil.

® Opcit Hal 5



Dengan adanya perubahan Sekretaris Desa menjadi PNS maka
daerah sebagai ujung tombak pemerintah dituntut untuk mampu menyikapi

perubahan tersebut dan melaksanakan kebijakan pemerintah secara utuh.

Perubahan mekanisme pengangkatan Sekretaris Desa yang
sebelumnya diangkat dari warga melalui mekanisme sesuai dengan aturan
daerahnya sendiri, kini pengangkatan sekretaris desa diatur dengan status
Sekretaris Desa dari PNS. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS
melahirkan kultur birokratis baru dan PNS di tingkat desa, sekaligus
memperbesar pengaruh Pemerintah Kabupaten di desa melalui Sekretaris
Desa dari PNS yang cenderung menimbulkan orientasi pengabdian yang
berbeda. Dampak lain adalah adanya perubahan aturan hukum yang terkait
dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, baik dari segi mekanisme

pengangkatan, pertanggungjawaban, dan aturan kepegawaian.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi yang sangat
signifikan terhadap sistem pemerintahan desa, baik secara filosofis, normatif
dan sosiologis. Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama apa gagasan dasar yang
melandasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004? Kedua Bagaimana aspek normatif dari

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ditinjau dari Undang-Undang



Kepegawaian dan Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri? Ketiga
Bagaimana aspek sosiologis pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS
terhadap Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa? Dari
latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul “IMPLIKASI
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS TERHADAP
SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOGIRI” (Studi sosio
legal di Desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto Kecamatan Wonogiri).

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas maka yang menjadi kajian permasalahan penulis

adalah:

1. Apa gagasan dasar yang melandasi pengangkatan Sekretaris
Desa menjadi PNS menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

20047

2. Bagaimana kondisi Sekretaris Desa di Kabupaten Wonogiri jika
diangkat menjadi PNS di tinjau dari Undang-Undang Kepegawaian
dan Bagaimana Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri yang

mengatur pemerintahan daerah?

3. Bagaimana implikasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS

terhadap terhadap pelayanan publik?



1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Mengetahui gagasan dasar yang melandasi pengangkatan
Sekretaris Desa menjadi PNS menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004.

2. Mengetahui kondisi Sekretaris Desa di Kabupaten Wonogiri jika
diangkat menjadi PNS ditinjau dari Undang-Undang Kepegawaian
dan kondisi Peraturan Daerah di Kabupaten Wonogiri yang
mengatur tentang pemerintahan daerah.

3. Mengetahui implikasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS

terhadap terhadap pelayanan publik.

1.4. Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka

harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi akademis diharapkan akan dapat memberikan
sumbangan pemikiran, baik berupa perbedaharaan konsep,
metode, proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam
khasanah studi hukum dan masyarakat di bidang pemerintahan

daerah.
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2. Dari segi pragmatis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan
masukan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam melakukan
perencanaan dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 202 ayat (3) sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas kajian akademik, dalam penelitian ini perlu dibuat

kerangka pemikiran.

Kesatuan masyarakat hukum yang otonom setidaknya memiliki empat
hak dasar, yaitu:
1. Hak untuk memilih pimpinannya sendiri secara bebas;
2. Hak untuk memiliki dan mengelola kebutuhannya sendiri secara
bebas;
3. Hak untuk membuat aturan hukumnya sendiri secara bebas;
4. Hak untuk mengangkat, menggaji dan memberhentikan
pegawainya sendiri secara bebas.*
Untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan
tuntutan masyarakat yang lebih menekankan pada pemberdayaan

masyarakat, desentralisasi dan transparansi, serta sebagai penjabaran dari

* Sadu Wasistiono, Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah (Bunga Rampai), Al-Qaprin, Bandung, 2000, Hal. 64-65.
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Tap MPR Nomor XV /MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di
Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah
Daerah sebagai Badan Eksekutif berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat daerah yang bermuara pada terciptanya ketahanan daerah,
kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security). Tiga komponen:
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD
sebagai wakil dari masyarakat yang mempunyai komitmen yang kuat untuk
mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah dan masyarakat itu sendiri

sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan.

Untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Desa, Pemerintah
Kabupaten Wonogiri telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2001 yang berkaitan dengan Struktur Organisasi
Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

Seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia,
maka Pemeritah Pusat melaksanakan evaluasi terhadap Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999, yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan
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pelaksanaan Otonomi Daerah tanpa mengurangi kewenangan Pemerintah
Daerah. Wujud nyata dari evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini menjadi
landasan bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk menata kembali sistem
perintahan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan mengikuti

strategi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonogiri.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut
dapat menimbulkan implikasi yang dapat dianalisa dari tiga aspek yaitu
aspek filosofis, normatif dan sosiologis. Untuk lebih jelasnya kerangka

pemikiran tersebut dapat dilihat pada bagan 1.

13
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1.6.Metode Penelitian
1.6.1. Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses mencari suatu kebenaran secara
sistematik dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta
aturan-aturan yang berlaku. Untuk dapat menerapkan metode ilmiah dalam
praktik penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian. Desain Penelitian
adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan
penelitian. Dalam pengertian yang sempit desain penelitian hanya mengenai

pengumpulan data dan analisis data saja.’

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif,
yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu sistem
pemikiran ataupun kondisi, suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari
penelitian deskriptif ini adalah memberikan gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara

fenomena-fenomena yang diselidiki.°

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

induktif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada proses berpikir yang

® Suchman dalam Moh Nasir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 99
® Ibid. Hal. 63
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berawal dari lapangan atau atas dasar pengamatan di lapangan/fakta-fakta

empirik.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan
merupakan studi untuk menemukan fakta dan data sehingga diperoleh
perumusan analisis terhadap masalah yang sebenarnya, yaitu gambaran
mengenai situasi dan peristiwva yang sifatnya khusus sehingga dapat
ditentukan kaidah yang bersifat umum, yang menggunakan pendekatan

kaidah hukum.

1.6.2. Sumber Data
Secara umum sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1.6.2.1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara. Dari data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh
gambaran secara objektif mengenai objek penelitian sebagai bahan

masukan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang relevan.

Dalam penelitian data lapangan tersebut mencakup:

" Faried Ali, Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang llmu Administrasi dan Pemerintahan,
Rajawali Pers, Jakarta, 1997, Hal. 53
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1. Data yang diperoleh dari tangan pertama mengenai implikasi

pengangkatan Sekretaris Desa sebagai PNS terhadap sistem

Pelayanan publik di Kabupaten Wonogiri. Data tersebut diambil dari

hasil wawancara dengan:

a.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri mengenai Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam proses Implementasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri mengenai perubahan aturan hukum
Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mendukung Implementasi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri mengenai perubahan sistem pemerintahan desa di
Kabupaten Wonogiri dalam proses Implementasi Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004.

. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri

mengenai pengangkatan Sekdes menjadi PNS sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Perangkat Desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto

Kecamatan Wonogiri.

Warga desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto Kecamatan
Wonogiri.

Data-data berupa struktur, tabel dan bagan mengenai hal-hal yang

menunjang penataan organisasi di Kabupaten Wonogiri, sumber data

ini diambil dari Bagian Hukum dan Organisasi Seketariat Daerah

17



Kabupaten Wonogiri dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat

Daerah Kabupaten Wonogiri.
1.6.2.2. Data Hukum dan Kepustakaan

Data ataupun informasi yang berkaitan dengan gagasan dasar yang
melandasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS yang diperoleh dari

dokumen-dokumen atau perundang-undangan.

Sumber data ini berasal dari perpustakaan Bagian Hukum dan
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dan Bagian

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara menggunakan pedoman wawancara serta daftar

pertanyaaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari daftar pertanyaaan yang ditujukan kepada
responden berupa data primer. Daftar pertanyaan tersebut terutama
digunakan untuk menjaring data tentang implikasi pengangkatan Sekretaris
Desa menjadi PNS terhadap sistem pelayanan publik di Kabupaten

Wonogiri.

Sementara itu untuk data hukum dan kepustakaan ditempuh prosedur

pengkajian dokumen literatur, termasuk risalah perundang-undangan,

18



penelusuran literatur yang relevan, hasil-hasil riset sebelumnya dan lain

sebagainya
1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat

ditafsirkan.®

Menyusun berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori.
Tafsiran berarti memberi makna analisis, menjelaskan pola dan
menggabungkannya dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya
dituangkan ke dalam bentuk narasi sehingga metode analisis data yang

dipakai adalah metode deskriptif kualitatif.

Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan untuk menentukan
kaitan logis masing-masing unsur kajian, dengan demikian akan diperoleh
data mengenai pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dan dampak

yang mungkin akan timbul.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini meliputi urutan sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan, merupakan gambaran tentang isi tesis secara

menyeluruh yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah,

® Nasution.S, Metode penelitian Naturalistik Kualitatif Transito, Badung, 1998, Hal. 126
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian

dan serta sistematika penulisan.

Bab Il Esensi Otonomi, Pelayanan Publik, Sekretaris Desa dan
PNS. Pada bab ini berisi tentang Esensi Otonomi Daerah menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah, Pelayanan

Pubik, Sekretaris Desa dan PNS

Bab Ill, Gambaran Umum Daerah. Pada bab ini membahas tentang
pertama kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang meliputi kondisi geografis,
demografi, sosial ekonomi, dan pemerintahan. Kedua gambaran umum
sekretaris desa di Kabupaten Wonogiri yang meliputi umur, masa kerja, dan

tingkat pendidikan dan ketiga gambaran umum desa.

Bab IV, Implikasi Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS
terhadap Sistem Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri. Pembahasan
dalam bab ini meliputi gagasan dasar pengangkatan Sekretaris Desa
menjadi PNS, Regulasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS,

dampak bagi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat desa.

Bab V, Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.
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1.6.6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Waktu
penelitian ini dilakukan selama tiga bulan mulai bulan Maret 2005 sampai

dengan bulan Mei 2005.
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